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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

a) Bentuk perlindungan hukum tehadap para Tenaga Kerja

Indonesia yang berstatus illegal di luar negeri menurut Hukum

Nasional Indonesia dan Hukum Internasional

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tehadap para TKI yang

berstatus illegal di luar negeri menurut hukum nasional Indonesia adalah

berdasarkannya pada Pasal 21 Ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang

No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,

perlindungan selama bekerja yang diperoleh oleh seorang TKI selama

bekerja di luar negeri antara lain fasilitasi penyelesaian kasus

ketenagakerjaan, serta pendampingan, mediasi, advokasi. Dan

pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta

perwalian sesuai dengan hukum setempat. Ditambahkan pada Ayat (2),

ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan

tidak mengambilalih tanggung jawab pidana dan/atau perdata TKI dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

hukum negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan dan Hukum

Internasional. Apabila seorang TKI baik yang berstatus illegal dan legal

terkena masalah pidana di luar negeri BNP2TKI dan BP3TKI

berkoordinasi dengan Pelayanan dan Perlindungan WNI yang berada di
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Kementerian Luar Negeri yang juga berkoordinasi langsung dengan

Pelayanan dan Perlindungan WNI  di KBRI pada negara penempatan

TKI. KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) melakukan

penindaklanjutan dengan menfasilitasi TKI yang akan didampingi oleh

penasihat hukum yang dapat melakukan pembimbingan TKI selama

menjalankan proses hukum yang berlaku di negara penempatan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tehadap para TKI yang

berstatus illegal di luar negeri menurut hukum Internasional adalah

menurut perjanjian Internasional yaitu pada Konvensi PBB Tahun 1990

tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota

Keluarganya, Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 untuk Pekerja Rumah

Tangga, Konvensi Perempuan ICEDAW atau International Convention

on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women

(ICEDAW) dan Konvensi International Organization for Migration

(IOM). Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja

migran baik itu laki-laki atau perempuan bersifat menyeluruh atau

universal. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap anggota

keluarga para pekerja migran yang berada di negara asalnya. Serta dalam

memberikan dan menjalankan perlindungan terhadap para pekerja

migrant perjanjian-perjanjian Internasional tersebut menggunakan asas

kemanusiaan yang mengakibat dalam menjalankan perlindungan

tersebut tidak memandang apakah pekerja migran tersebut berstatus

illegal ataupun legal.
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b) Peran Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional dalam

melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang

berstatus illegal di luar negeri

Peran Pemerintah Indonesia dengan Lembaga Internasional dalam

melakukan perlindungan terhadap TKI yang berstatus illegal di luar

negeri adalah BNP2TKI sebagai lembaga nasional pemerintahan yang

fokus pada proses penempatan dan perlindunga TKI, dan berkoordinasi

dengan perwakilan daerah melalui BP3TKI yang merupakan instansi

vertical dari BNP2TKI di daerah, peran dari BP3TKI yaitu untuk

melakukan pendataan akhir kepada calon TKI sebelum berangkat ke

negara penempatan guna pengecekan kembali dokumen-dokumen dan

persyaratan yang dibutuhkan pada saat calon TKI melakukan pekerjaan

di negara penempatan. BNP2TKI dan BP3TKI beserta lembaga

pemerintahan lain seperi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian

Ketenagakerjaan Indonesia selalu berusaha meminimalisir TKI

undocumented atau illegal, perlindungan negara bersifat menyeluruh

kepada warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

BNP2TKI selaku salah satu lembaga dari Pemerintah Indonesia

melakukan koordinasi dengan lembaga Internasional. Dalam melakukan

perlindungan terhadap fenomena TKI illegal di luar negeri yang semakin

meningkat, khususnya negara Indonesia sampai saat ini dalam melakukan

pengawasan terhadap para TKI di luar negeri masih mengandalkan PBB,

ILO dan IOM sebagai lembaga Internasional yang secara khusus
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mengatur mengenai peraturan bagi para pekerja migran. Koordinasi yang

dilakukan dalam proses perlindungan para TKI negara Indonesia melalui

BNP2TKI terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perwakilan

Indonesia di luar negeri yaitu KBRI. KBRI selaku perwakilan Indonesia

di negara penempatan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan

dari negara penempatan serta berkoordinasi juga dengan lembaga-

lembaga Internasional seperti PBB, ILO dan IOM. Dalam proses

perlindungan yang diberikan kepada TKI illegal lembaga-lembaga

Internasional yang sudah disebutkan di atas memberikan rekomendasi

berupa aturan-aturan yang dalam meliputi perlindungan TKI illegal

secara menyeluruh dan berasaskan kemanusiaan. Adapun lembaga

internasional lain seperti UNHCR yang pernah ambil bagian dalam

membantu dan memberikan perlindungan kepada para pekerja migran

yang bermasalah dengan mengedepakan asas kemanusiaan.

B. Saran

Menanggapi fenomena TKI illegal dan kelemahan dalam

perlindungan terhadap TKI penulis dalam penulisan skripsi ini

memberikan rekomendasi saran kepada Pemerintah Indonesia sebagai

berikut.
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1) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang

terkait mengenai TKI baik swasta ataupun lembaga-

lembaga pemerintah yang lain, agar perlindungan terhadap

TKI dapat menyeluruh secara maksimal.

2) Masih diharapkannya peraturan turunan dari Undang-

Undang No. 18 Tahun 2017 yang segara direalisasikan,

dan berdasarkan fakta bahwa beberapa baik lembaga

pemerintahan dan non pemerintahan masih mengacu pada

peraturan yang lama yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun

2004 yang dianggap masih relevan untuk dilaksanakan.

3) Selain melalui BNP2TKI Pemerintah Indonesia agar

segera membentuk komisi pengawasan baik di dalam

negeri atau di luar negeri terhadap para TKI, yang

bertujuan untuk mengawasi dan melindungi para calon dan

pekerja migrant dimulai dari proses perekrutan,

penempatan kerja, hingga penarikan pekerja migran.

4) Melakukan pendataan terhadap jumlah para TKI sangat

diperlukan oleh negara pengirim dan negara penerima

dengan tujuan meminimalisir bertambahnya jumlah TKI

berstatus illegal. Diharapkan kepada setiap calon TKI/TKI

memiliki pendataan diri yang abadi yang artinya data diri

seumur hidup.
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